




Pajak merupakan sumber pendapatan negara. Oleh karena itu pajak 
mempunyai dua fungsi yaitu fungsi budgetair (anggaran) dan juga fungsi 
regulerend (pengaturan). Karena adanya fungsi pajak tersebut, maka semua aspek 
yang terdapat pada suatu negara haruslah dikaitkan dengan pajak. Kebutuhan akan  
dana bagi seseorang merupakan hal yang sering kita jumpai dalam kehidupan 
sehari-hari, baik dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, maupun 
dalam hal berusaha di berbagai bidang bisnis. Di lain pihak, banyak juga 
orang/kumpulan orang/Lembaga/Badan Hukum yang justru kelebihan dana 
meskipun hanya bersifat sementara sehingga ingin membuat dana tersebut bersifat 
tetap atau permanen. Maka terkait dengan hal tersebut, supaya orang saling dapat 
memenuhi kebutuhannya maka dibuatlah bentuk Lembaga Pembiayaan, yang 
menawarkan model-model formulasi baru terhadap pemberian dana, salah satu 
diantaranya adalah melalui perjanjian sewa guna usaha (leasing).  
Sebagai salah satu aspek bisnis yang ada di Indonesia perjanjian sewa 
guna usaha tentu saja tidak terlepas dari aspek pajak. Tetapi seringkali penerapan 
pajak yang tujuan sebenarnya adalah untuk mensejahterakan rakyat malah 
membuat banyak kalangan yang terbebani pajak menjadi lebih mengalami 
kerugian. Sehingga membuat banyak kalangan melakukan perbuatan perlawanan 
pajak yang melanggar hukum dengan cara melalaikan pajak. Padahal dengan 
pemahaman mengenai pajak itu sendiri dapatlah dilakukan perlawanan pajak yang 
berupa penghindaran pajak, yang bukan merupakan tindakan melanggar hukum 
pajak. Hal tersebut karena seringkali pajak terasa membebani dikarenakan salah 
pemahaman dalam penerapan pajak. Salah satu upaya penghindaran pajak adalah 
dengan penerapan sistem perencanaan pajak. Maka dengan penerapan sistem 
perencanaan pajak, beban perusahaan akan pajak dapat diminimalkan sehingga 
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